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LEMBAR EKSEKUTIF

ANGGIS NUR AULIA. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada P2KD
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia: Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Jalan Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta,
yang dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juli sampai dengan
30 Agustus 2019.

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk memberikan
gambaran bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, memberikan pengalaman,
serta untuk mempraktekkan ilmu yang di dapat saat perkuliahan.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, kegiatan yang dilakukan
praktikan antara lain, menganalisis dan mengklasifikasikan besaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD) pada setiap akun yang tidak sesuai, memasukkan hasil
dari klasifikasi dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kedalam butir-butir hasil evaluasi rancangan peraturan daerah, memasukkan data
dalam LKPD-Ranperda, LK-LHP kedalam kertas kerja evaluasi, memasukkan
Laporan Realisasi Anggaran Setiap Kabupaten dan kota yang ada di Indonesia
untuk tahun 2018 serta untuk bulan juli 2019.

Dalam menjalankan praktik kerja lapangan praktikan juga mengalami
beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman praktikan dalam penggunaan
Microsoft excel dan kurangnya pengetahuan praktikan terhadap akun-akun yang
akan di input dalam Laporan Realisasi Anggarang (LRA). Untuk mengatasi
masalah tersebut praktikan mencoba untuk bertanya kepada pegawai yang
memberitugas agar dalam mengerjakan tugas yang diberikan tidak terjadi
kesalahan.
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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Panyayang, Praktikan panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya,
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada
Praktikan, sehingga Praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Praktik Kerja Lapangan ini.

Laporan  Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Bagian
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah dan untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk mendapatkan Gelar Ahli Madya Akuntansi.

Penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan
doa dari banyak pihak, oleh karena itu praktikan mengucapkan banyak
terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dedi Purwana,E.S.,M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

2. Dr. Etty Gurendrawatis, S.E., M.Si., AK. selaku Koordinator
Program Studi D3 Akuntansi

3. Dr. Indra Pahala, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja
Lapangan

4. Rinda Rizkiani, SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan



Daerah dan selaku pembimbing selama pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan di Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Seluruh Pegawai Direktorat Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Serta kepada orang tua dan teman-teman yang memberikan
dukungan dan doa.

Terepas dari itu semua praktikan menyadari seutunya bahwa

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna, baik

dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu praktikan

berharap mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga

praktikan bisa melakukan perbaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini

sehingga menjadi Laporan Praktik Kerja Lapangan yang baik dan benar.

Akhir kata praktian ucapakan terima kasih dan semoga Laporan Praktik

Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi praktikan dan pembaca pada

umumnya.

Jakarta, September 2019

Praktikan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana perkembangan
teknologi semakin maju, perkebangan teknologi ini dapat mempengaruhi beberapa
aspek dalam kehidupan seperti pendidikan, Ekonomi dan politik. Masuknya era
revolusi industry 4.0 pada saat ini para mahasiswa dituntut untuk dapat
menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga para mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. Pendidikan berupaya mengembangkan potensi peserta didik menjadi pribadi
yang cakap, dalam arti memiliki kompetensi yang dapat berguna di dunia kerja.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 melalui pendidikan
lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang dan
kemampuannya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para lulusan
perguruan tinggi yang tidak bekerja dikarnakan kurangnya keterampilan dan

pengalaman yang dimiliki. Maka dari itu perguruan tinggi mengadakan Program



Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang bertujuan agar mahasiswa mendapat gambaran
dan pengalaman dalam dunia kerja yang sesungggunya.

Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk mengaplikasikan teori
dan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar mahasiswa dapat lebih memahami dan
berlatih dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Program PKL ini juga dilakukan
untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

Terutama pada Program studi D3 Akuntansi Universitas Negeri
Jakarta,mewajibkan para mahasiswanya mengikuti Program Praktik Kerja
Lapangan yang bertujuan untuk mendidik dan melatih mahasiswa agar dapat
berperan sebagai tenaga kerja profesional dibidang Akuntansi dalam lingkungan
industri dan bisnis.

Dengan berbagai pertimbangan dalam memilih tempat Praktik Kerja
Lapangan. Praktikan memilih tempat Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jendral
Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan salah satu
lembega pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Dengan Menjalankan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat
Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, praktikan dapat
menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari pada saat perkuliah untuk melihat,

menganalisis, dan memecahkan masalah yang terdapat di lapangan. Selain itu,



praktikan juga dapat menerapkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki
dalam menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah
daerah, serta mendapatkan pengalaman di lapangan sebagai bekal atau gambaran

dunia kerja yang nantinya akan dihadapai oleh praktikan.

B. Maksud dan Tujuan Praktik kerja Lapangan
Adapun maksud dari pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

adalah:
1. Mengaplikasikan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh di
bangku kuliah dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya.
2. Mengasah keterampilan yang dimiliki mahasiswa dalam dunia kerja.
3. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan pada salah satu bidang yang

sesuai dengan Program Studi D3 Akuntansi.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah
sebagai berikut:

1. Terpenuhinya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai prasyarat
wajib kelulusan mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

2. Untuk memperoleh wawasan dalam dunia kerja yang sesunggunya.

3. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional dalam dunia

kerja.



4. Untuk menabah pengalaman praktikan serta untuk mengembangkan
kempuan yang praktikan miliki sehingga dapat sesuai dengan apa yang

dibutukan dalam dunia kerja yang sesunggunya.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
1. Bagi Praktikan

a. Meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang
sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
b. Menambah wawasan dan pengalaman praktikan agar dapat bersaing
dalam lingkungan kerja.
c. Mendapatkan pengalaman nyata serta cara mengatasi berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan
dilingkungan instansi atau pemerintahan.
b. Sebagai sarana dalam membina hubungan baik antara perusahaan dan
Universitas Negeri Jakarta.
3. Bagi Instansi
a. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak
instansi maupun pihak Universitas Negeri Jakarta.

b. Dapat menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak Universitas.



D. Tempat Praktik Kerja lapangan (PKL)

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan disalah satu instansi

pemerintah yaitu:

Nama Instansi . Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri

Alamat : Jalan Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta,
Indonesia

Telepon 1 (62-21) 3450058, 3842222

Fax : (62-21) 3831193

Website : www.kemendagri.go.id

Bagian tempat PKL : Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

Alasan dipilihnya Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat Peraktik Kerja

Lapangan karena dalam sub bagian tersebut sesuai dengan jurusan yang diambil

oleh praktikan yaitu program D3 Akuntansi.

E. Jadwal Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam memelaksanakan Praktik Kerja Lapangan praktikan melalui beberapa
tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Observasi Tempat PKL
Dalam tahapan ini hal yang pertama dilakukan praktikan adalah mencari

informasi mengenai tempat Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Dalam Negeri,
setelah itu praktikan mengajukan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

pada Fakultas Ekonomi yang diteruskan ke bagian Biro Akademik Dan Hubungan



Kemasyarakatan (BAKHUM) Univeras Negeri Jakarta (Lampiran 1, Halaman
33), setelah surat tersebut selesai praktikan mengantar surat tersebut ke bagian Biro
Kepegawaian Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah,setelah kurang lebih 1
(satu) bulan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) disetujui oleh Biro
Kepegawaian Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah (Lampiran 2, Halaman

35).

2. Tahap Pelaksanaan PKL
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan,

terhitung sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 (Lampiran
3, Halaman 36), dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Praktik Kerja Lapangan

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat
Senin s.d Kamis 08.00 s.d 16.00 12.00 s.d 13.00
Jumat 08.00s.d 16.30 12.00s.d 13.30

Sumber: Data diolah oleh praktikan

3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Tahap penulisan ini dilaksanakan ketika praktikan sudah menyelesaikan

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan untuk penulisan laporan PKL. Setelah mendapatkan data yang
dibutuhkan, praktikan langsung mengolah data tersebut menjadi sebuah laporan
yang prosesnya kurang lebih satu bulan terhitung dari awal bulan September sampai

akhir bulan September.



BAB I1
GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Singkat

Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu instasi yang ada dalam
Pemerintah Indonesia. Kementerian Dalam Negeri dipimmpin oleh seorang
Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab Langsung kepada Presiden.
Sebelum berganti Nama menjadi Kementerian Dalam Negeri Pada Zaman Hindia
Belanda sampai dengan tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri bernama
Departement van Binnenlands Bestuur yang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian,
Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada tahun 1942-1945 tepatnya pada
Zaman pendudukan Jepang, Kementerian Dalam Negeri berganti nama dari
Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi
Naimubu atau Departemen Dalam Negeri yang berkantor di Jalan Sagara nomor 7
Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945
Naimubu dipecah menjadi:

1. Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan
lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri.

2. Departemen Sosial

3. Departemen Kesehatan.

4. Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.



Pada Tahun 2010, Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian
Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010
tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) dibentuk sesuai dengan
amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2003 Pasal 2
huruf h. Ditjen BAKD merupakan pengembangan dari Direktorat Keuangan Daerah
dibawah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pembentukan Ditjen BAKD didasarkan pada tuntutan perubahan
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dasar-dasar yang melatar belakangi
perubahan tersebut adalah:

1. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah seiring dengan otonomi-
desentralisasi,

2. Semangat reinventing government, dan good governance sebagai implikasi
globalisasi, dan

3. Realitas regulasi dan instrument keuangan daerah yang tidak sesuai dengan
tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana anggaran masih menjadi dokumen

tertutup, dan peran DPRD masih terbatas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsnya, Direktorat Jenderal Bina
Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) yang dibentuk pada tanggal 12 Mei 2004
telah dihadapkan pada tugas-tugas dibidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Daerah yang cukup berat. Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian

Dalam Negeri serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian



Dalam Negeri, yang antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat
Jenderal Keuangan Daerah, serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika
yang berkembang di pusat dan daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan,
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun
dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Keuangan
Daerah.

Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui

penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah,
meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja,
yang diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan publik dibandingkan
dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang
transparan, dan akuntabel.
Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah:
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisifatif, Transparan,
Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”.

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah.

3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
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4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan
kemampuan fiskal daerah.

5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.

6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas dilingkungan

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

B. Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi yang terdapat di Direktorat Jenderal

Bina Keuangan Daerah:

DIREKTORAT
JENDERAL
BINA KEUANGAN
DAERAH
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT ASILIT?
PERENCANAAN pEnDAPATAN | [ oo tASI DANES | BuMD, ELUD DAN
ANGGARAN SR B AN BARANG MILIK

DAERAH DAERAH

DAERAH

Gambar 11.1 Struktur Organisasi Ditjen Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri
Sumber: Data Bagian Direktorat P2KD Ditjen Bina KEUDA
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Akan tetepi selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah praktikan di tempatkan pada Direktorat
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Struktur organisasi yang
dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

terdapat pada Gambar I1.2.

DIREKTORAT
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

SUBBAGIAN TATA USAHA

I

]

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT BUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN DAN SISTEM INFORMASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN DUKUNGAN TEKNIS
KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN
WILAYAH | WILAYAH 11 WILAYAH III WILAYAH IV ANGUARAN DAERAH
SRS o SRR SEKSI
SEKSI SEKS| SEKSI SEKsI SISTEM INFORMASI
— WILAYAH IA T WILAYAH 1A - WILAYAH 1A T WILAYAH [VA ™| KEUANGAN DAERAH
SEKSI SEKSI SEKSI L_| SEKSI | __SEKSI
— WILAYAH IB S WILAYAH [IB == WILAYAH IIIB WILAYAH IVB DUKUNGAN TEKNIS

Gambar 11.2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri
Sumber:Data Bagian Direktorat P2KD Ditjen Bina KEUDA

Berikut ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang terdapat
dalam struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 43 tahun 2015
yaitu sebagai berikut:
1. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerahmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan
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norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan,
penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,
serta  pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dibagi
menjadi beberapa wilaya yaitu:

a. Seksi Wilayah IA yang meliputi daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

b. Seksi Wilayah 1B yang meliputi daerah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan,
Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

c. Seksi Wilayah 11A yang meliputi daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Jawa Tengah.

d. Seksi Wilayah 1B yang meliputi daerah Provinsi Banten, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, dan Bali.

e. Seksi Wilayah II1A yang meliputi daerah Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan
Utara.

f. Seksi Wilayah 111B yang meliputi daerah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo,

Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
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g. Seksi Wilayah VA yang meliputi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

h. Seksi Wilayah IVB yang meliputi daerah Provinsi Papua, Papua Barat, dan
Maluku Utara.

2. Seksi Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan sistem informasi
keuangan daerah.

3. Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan
pengolahan data pelaksanaan anggaran daerah.

4. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara

operasional bertanggungjawab kepada direktur.

C. Kegiatan Umum Instansi

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pembinaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan. Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yaitu
meliputi:

1. penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;

2. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban

keuangan daerah;
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manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah;

pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan
investasi daerah;

. pengelolaan kekayaan daerah;

. pinjaman dan hibah daerah;

pengelolaan badan layanan umum daerah; dan

. fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1

2.

9

1

. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;

. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan

keuangan daerah;

. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan
daerah;

. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;

. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina

keuangan daerah;

. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan

0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
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Sedangkan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan,penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga menjalankan fungsi
sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pelaksanaan, penatausahaan,

akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan, penatausahaan,
akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

3. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang pelaksanaan, penatausahaan,
akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang, pelaksanaan,
penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah;

6. Penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah;
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7. Penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi;

8. Penyiapan perumusan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi;

9. Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan pengolahan data
pelaksanaan anggaran daerah; dan

10. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama empat puluh hari kerja
pada Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia praktikan ditempatkan pada Direktorat Pelaksanan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD). Praktikan melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diambil oleh
praktikan yaitu D3 akuntansi. Selama menjalankan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan praktikan mengerjakan beberapa tugas yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengklasifikasikan besaran angaran pendapatan dan belanja
daerah pada setiap akun yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Memasukkan data hasil klasifikasi dari laporan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kedalam butir-butir hasil evaluasi rancangan
peraturan daerah ke dalam dokumen pada Microsoft Word.

3.  Memasukkan data dalam LKPD-Ranperda dan LK-LHP ke dalam kertas kerja
evaluasi pada Microsoft Exel.

4. Memasukkan data yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran kedalam

dokmen pada Microsoft Exel.

B. Pelaksanaan Kerja

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan dibantu oleh

para pegawai yang ada di Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

17
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Keuangan Daerah untuk dapat memahami tugas yang akan dikerjakan selama

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Berikut ini adalah tugas dan mekanisme pengerjaan

tugas yang diberikan untuk praktikan:

1.

Menganalisis dan mengklasifikasikan besaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) pada setiap akun yang tidak sesuai ketentuan

yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang

meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD. Untuk menyelesaikan

pekerjaan ini praktikan melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a.

Dapatkan dokumen rancangan peraturan gubernur atau peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban dan pelaksanaan
APBD tahun anggaran bersangkutan. (Lampiran 6, Halaman 41)
Berikutnya dapatkan informasi besaran pendapatan dan belanja daerah
yang harus dianalisis dan diklasifikasi. Besaran pendapatan dan belanja
daerah yang harus praktikan analisis dan klasifikasi adalah pendapatan dan
belanja yang realisasinya lebih dari 100% dan dibawah 70% dengan
nominal anggaran lebih dari Rp.200.000.000.

Setelah mendapat informasi yang harus dikerjakan. Praktikan mulai
mencari besaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih dari 100% dan
dibawah 70% dengan nominal anggaran lebih dari Rp.200.000.000 pada
setiap akun yang ada dalam dokumen rancangan peraturan gubernur atau
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban dan

pelaksanaan APBD. Jika praktikan mendapatkan besaran pendapatan dan
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belanja yang sesuai ketentuan diatas, maka praktikan akan memberi tanda
dengan warna pada akun tersebut.

Jika dokumen pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD telah selesai
diperiksa, hal yang selanjutnya praktikan lakukan adalah mengembalikan
dokumen kepada pegawai dari subdit wilayah yang APBD nya
diklasifikasi. Dikembalikannya dokumen tersebut adalah untuk dilihat
apakah pengklasifikasian yang dilakukan praktikan sudah benar atau tidak,
jika sudah benar maka pekerjaan yang selanjutnya dilakukan terdapat pada

pekerjaan nomor dua.

2. Memasukkkan data hasil klasifikasi dari laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kedalam butir-butir hasil
evaluasi rancangan peraturan daerah ke dalam dokumen pada
Microsoft Word.

Pekerjaan ini  dilakukan untuk bahan evaluasi rancangan
pertanggungjawaban APBD yang nantinya akan ditetapkan sebagai
peraturan. Berikut ini adalah tahapan dalam melaksanakan pekerjaan:

a. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pekerjaan nomor satu. Untuk
menyelesaikan pekerjaan ini hal pertama yang harus dilakukan adalah
mendapatkan dokumen rancangan peraturan gubernur atau peraturan
bupati/walikota  tentang  penjabaran  pertanggungjawaban  dan

pelaksanaan APBD yang sudah dianalisis dan klasifikasi.
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b. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, praktikan membuka Microsoft

Word untuk memasukkan hasil analisis dan Klasifikasi penjabaran

pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD.

c. Sebelum data yang ada dalam dokmen APBD dimasukkan. Praktikan

membagi pendapatan dan belanja daerah kedalam beberapa kategori

yaitu:

1)

2)

3)

4)

Target pendapatan atau belanja yang tidak terealisasi. Sebagaimana
yang dimaksud adalah pendapatan atau belanja sudah dianggarkan
akan tetapi tidak direalisasikan.

Target pendapatan atau belanja yang capaian realisasinya tidak
optimal. Sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini adalah
pendapatan atau belanja yang sudah dianggarkan akan tetapi
realisasinya kurang dari 70%.

Target pendapatan atau yang tingkat capaian realisasinya jauh
melampaui target yang ditetapkan. Sebagaimana yang dimaksud
dalam hal ini adalah pendapatan atau belanja yang realisasinya lebih
dari 100% dari yang dianggarkan.

Target pendapatan yang terealisasi dari yang semula tidak
dianggarkan dalam APBD. Sebagaimana yang dimaksud dalam hal
ini adalah pendapatan atau belanja yang sebelumnya tidak

dianggarkan akan tetapi terealisasi.
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d. Selanjutnya praktikan mulai memasukkan hasil analisis dan klasifikasi
sesuai dengan kategori yang sudah dibuat kedalam Microsoft Word.
(Lampiran 7, Halaman 41)

e. Setelah selesai memasukkan hasil analisis dan klasifikasi, praktikan
memeriksa kembali apakah terdapat kesalahan, Jika tidak terdapat
kesalahan dalam memasukkan data hasil klasifikasi hal yang akan
praktikan lakukan adalah mengirim dokumen butir-butir tersebut ke e-
mail pegawai dari subdit wilayah yang sedang dievaluasi. Data tersebut
nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk ditetapkan

sebagai peraturan.

3. Memasukkan data dalam LKPD-Ranperda daan LK-LHP ke dalam
kertas kerja evaluasi pada Microsoft Exel.

Sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2017 evaluasi ini
dilakukan untuk menilai kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Darah-
Ranperda dengan laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK. Laporan
keuangan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus atau
defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode. (Lampiran 10, Halaman 43)
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan
yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan yang terdiri Saldo Anggaran Lebih awal,
SILPA atau SiKPA, dan koreksi Saldo Anggaran Lebih akhir.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu. (Lampiran 11, Halaman 44)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus atau defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumya. (Lampiran 12, Halaman
45)

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang

menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
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analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan.

Untuk menilai kesesuaian tersebut hal yang harus dilakukan adalah

sebagai berikut:

1) Dapatkan dokumen vyang diperlukan seperti laporan keuangan

2)

3)

4)

5)

6)

rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta
lampiran tahun berkenaan dan laporan hasil pemeriksaan BPK atas
laporan keuangan tahun berkenaan.

Setelah mendapatkan dokumen tersebut buka Microsoft Exel yang
berisi rumus-rumus dan akun yang diperlukan.

Selanjutnya masukkan data yang terdapat pada LKPD-Ranperda dan
LK-LHP untuk masing-masing laporan kedalam Microsoft Exel.
(Lampiran 8, Halaman 42)

Bandingkan nilai yang ada dalam LKPD-Ranperda dan LK-LHP
apakah terdapat perbedaan.

Jika terdapat perbedaan, praktikan akan menghitung ulang dan
memberi tanda dengan warna pada akun yang terdapat perbadaan atau
kesalahan.

Setelah praktikan menyelesaikan pekerjaan ini, hal yang selanjutnya
dilakukan adalah mengembalikan dokumen tersebut kepada pegawai

dari subdit wilayah yang dievaluasi.



24

4. Memasukkan data yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran
kedalam dokmen pada Microsoft Exel.
Data Laporan Realisasi Anggaran yang dimasukkan pada Microsoft

Exel adalah Laporan Realisasi Anggaran pada setiap kabupaten, kota dan

provinsi yang ada di Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran yang di input

adalah laporan untuk tahun 2018 dan bulan Juli 2019. Tujuan dari
memasukkan Laporan Realisasi Anggaran ini adalah sebagai arsip data
pemerintah, untuk laporan kepada Direktur, Menteri, dan juga Presiden atas
kinerja setiap daerah, memasukannya data ini juga dilakukan sebagai
pemetaan daerah mana yang baik penyerapan pendapatannya dan daerah

mana yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Selain itu di

input-nya laporan ini untuk melihat apakah laporan yang dibuat oleh

pemerintah daerah sesuai atau tidak dengan peratutan yang ada. Untuk
menyelesaikan pekerjaan ini hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a.  Dapatkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran setiap daerah yang
datanya akan dimasukkan. (Lampiran 13, Halaman 46), (Lampiran
14, Halaman 47), dan (Lampiran 15, Halaman 48)

b.  Setelah dokumen didapatkan, praktikan membuka file pada Microsoft
Exel yang telah berisi rumus dan akun-akun Laporan Realisasi
Anggaran yang sesuai dengan SAP dan PERMENDAGRI 13.
(Lampiran 9, Halaman 42)

c.  Selanjutnya praktikan memasukkan nominal yang terdapat dalam

dokumen Laporan Realisasi Anggaran. Pada saat memasukkan data
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tersebut praktikan harus melihat apakah dokumen yang didapat adalah
LRA menurut SAP atau PERMENDAGRI 13. Karena untuk
pengerjaan yang dilakukan berbeda, jika yang didapat adalah LRA
PERMENDAGRI 13 maka praktikan hanya memasukkan nominal
yang ada dalam LRA pada kolom LRA PERMENDAGRI 13. Akan
tetapi jika yang didapat adalah LRA menurut SAP maka praktikan
memasukkan nominal yang ada dalam LRA bagian pendapatan dan
pembiayaan daerah dalam kolom LRA PERMENDAGRI 13 akan tetapi
untuk bagian belanja daerah dimasukkan dalam kolom LRA SAP.

d.  Jika terdapat perbedaan nominal dari dokumen LRA dengan hasil yang
di input oleh praktikan. Maka praktikan akan menghitung kembali dan
memberi tanda dengan warna pada nominal yang terdapat perbedaan.

e.  Setelah praktikan menyelesaikan pekerjaan ini, hal yang selanjutnya
dilakukan adalah mengembalikan dokumen tersebut kepada pegawai

dari subdit sistem informasi keuangan daerah.

C. Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, praktikan berusaha agar
dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi
dalam pelaksanaannya praktikan mengahadapi beberapa kendala dalam
penyelesaian tugas yang diberikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan

adalah sebagai berikut:
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Kurangnya pemahaman praktikan dalam akuntansi pemerintah.sehingga
banyaknya akun-akun yang tidak dimengerti oleh praktikan. Praktikan kurang
menguasai pemakaian Microsoft Excel sehingga dalam menyelesaikan
pekerjaan terdapat masalah kecil. Masalah yang timbul dalam hal ini adalah
terdapat beberapa wilayah jika praktikan memasukkan data LRA terhadap satu
wilayah maka wilayah lain akan mengikuti dengan nominal yang sama.
Instruksi yang kurang jelas dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Contoh
masalah yang timbul adalah kurangnya pemahanan dalam mengerjakan tugas,
karena pegawai yang memberi tugas hanya memberikan contoh laporan
sebelumnya tanpa menjelaskan dengan rinci mengenai tugas yang diberikan.
Tidak adanya peraturan khusus bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL
sehingga tidak ada kejelasan pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh

Praktikan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul hal yang dilakukan praktikan

untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

1.

Praktikan berinisiatif untuk memahami permasalahan yang timbul jika
praktikan dapat menyelesaikan masalah tersebut akan terus mengerjakan
pekerjaan hingga tuntas. Setelanya praktikan akan tetap meberitahukan kepada
pegawai yang memberi tugas bahwa ketika mengerjakan pekerjaan terdapat
masalah dan hal yang dilakukan praktikan dalam mengatasi masalah yang ada.

Akan tetapi jika praktikan tidak dapat mengatasi kendala yang timbul maka
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praktikan akan langsung bertanya kepada pengawai yang memberikan tugas
untuk meminta solusi dalam penyelesaian kendala tersebut.

Untuk kendala Instruksi yang kurang jelas dalam penyelesaian tugas yang
diberikan. Praktikan mengatasi kendala tersebut dengan selalu mencoba
berkomunikasi dengan baik kepada pegawai yang memberikan tugas. Dengan
adanya komunikasi antara pegawai yang memberi tugas dan praktikan maka
tugas yang diberikan akan terselesaikan dengan cepat, tepat dan baik.
Dikarenakan tidak adanya peraturan khusus bagi maasiswa yang melaksanakan
PKL sehingga tidak ada kejelasan pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan
oleh Praktikan. Maka dalam mengatasi hal ini praktikan harus bertanya kepada
pembimbing atau pegawai kantor mengenai tugas yang harus dikerjakan serta

tata cara pelaksanaanya.



BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang dapat
menjadi sarana bagi mahasiswa dalam menerapakan pengetahuan dan kemampuan
yang dimiliki oleh praktikan pada dunia kerja yang sesungguhnya.

Selama pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan mendapatkan
banyak pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh selama bangku
perkuliah. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan praktikan dituntut untuk dapat
menghargai waktu, berperilaku disiplin, bekerja dengan ketelitian serta
bertanggungjawab.

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat mengetahui proses yang dilakukan dalam evaluasi rancangan
peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran
pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD tahun anggaran bersangkutan.

2. Praktikan dapat mengenal laporan-laporan yang dibutuhkan dalam
penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Laporan yang
dibutuhkan adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK, dan
laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.

3. Praktikan dapat lebih memahami tujuan dari memasukkan data Laporan

Realisasi Anggaran dan praktikan juga dapat membandingkan Laporan

28



29

Realisasi Anggaran yang dibuat menurut peraturan PEMENDAGRI 13 dengan
Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat menurut SAP.

4. Dengan menjalankan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan dapat memahami
tujuan dari kegiatan evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Salah satu dari tujuan eveluasi ini adalah untuk menilai kesesuaian

pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan perda.

B. Saran
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jendral

Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, adapun saran yang praktikan
dapat sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Praktikan
a. Praktikan sebaiknya lebih mempersiapkan diri dalam bidang akademik
atau pun dalam keterampilan dan kemampuan sebelum melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL).
b. Dalam melakukan pencarian tempat Praktik Kerja Lapangan,
sebaiknya dilakukan dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Praktik
Kerja Lapangan (PKL).
c. Praktikan sebaiknya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
dan aturan-aturan yang berlaku di lokasi Praktik Kerja Lapangan

(PKL).
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2. Bagi Fakultas Ekonomi

a.

Pihak Fakultas Ekonomi sebaiknya menjalin kerjasama dengan instansi
pemerintah maupun dengan perusahaan swasta untuk memudahkan
mahasiswa dalam mencari tempat Praktik Kerja Lapangan.

Sebaiknya dosen pembimbing dapat membimbing praktikan dari awal
pencarian tempat Praktik Kerja Lapangan sampai tahap penulisan selesai.
Sebaiknya Pihak Fakultas Ekonomi lebih mengingkatkan pelayanan

akademik khususnya pada pelayanan tahap persiapan PKL.

3. Bagi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

a.

Memberikan kepastian kepada mahasiswa yang ingin melakukan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) lebih cepat.

Membuat SOP bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL). agar dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan serta
dapat memperjelas tugas dan pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan oleh
mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Sebaiknya pegawai dapat bersikap ramah pada mahasiswa yang sedang
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga dapat terjalinnya

suasana kerjasama yang baik.
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta ;
JI. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi It. 1, Jakarta 1322
Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id

BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT [—soworams

33

Nomor : 7298/UN39.12/KM/2019 17 Mei 2019
Lamp. : 1 lembar
Hal :Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

J1. Veteran No.7 Rt.3/Rw.2 , Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10110

Sehubungan dengan adanya tugas salah satu mata kuliah, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenjang + D3

Sebanyak : 2 (Ariellya Fortuna Maharani, dkk) Daftar nama terlampir

Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah "PKL (Praktik Kerja Lapangan)" pada tanggal
08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.

No. Telp/Hp : 081808381154

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
dan Hubungan Masyarakat

Tembusan :

A

1. Dekan Fakultas Ekonomi

2. Koordinator Program Studi Akuntansi S
X



Lamp. : 1 lembar

Nomor : 7298/UN39.12/KM/2019

DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PKL KELOMPOK

No. Nama Noreg No. Teip/HP
1. |Ariellya Fortuna Maharani 1704517006 081808381154
2. ||Anggis Nur Aulia 1704517035 087873254619
3
4.

5.
6.
7
8.
9.

10.

Ketua Kelompok

Aty

Ariellya Fortuna Maharani

NOREG. 1704517006




Lampiran 2: Surat Penerimaan Mahasiswa PKL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3501161
http:/keuda.kemendagri.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan :

Jakarta, 24 Juni 2019

895/ 2836/%euda Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan
Biasa Hubungan Masyarakat Universitas Negeri
1 (satu) berkas Jakarta

Permohonan Izin Praktek di -

Kerja Lapangan Kelompok Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 7298/UN39.12/KM/2019
tanggal 17 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan
Kelompok Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta a.n. Sdri. ARIELLYA
FORTUNA MAHARANI NIM. 1704517006 dan ANGGIS NUR AULIA NIM.
1704517035 untuk melaksanakan praktek kerja lapangan dalam rangka
melengkapi mata kuliah dan memperoleh pengalaman pada Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah, pada prinsipnya dapat disetujui.

Berkenaan dengan hal tersebut, yang bersangkutan dapat melaksanakan
praktek kerja lapangan pada bulan Juli - Agustus 2019. Informasi lebih lanjut
dapat menghubungi Sub Bagian Kepegawaian, nomor telp/faks (021) 350 1161.

Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
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Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Menjalankan PKL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110, Tlp. (021) 3501161
Website: http:/keuda.kemendagri.go.id Email: djkd@kemendagri.go.id

SURAT KETERANGAN MAGANG
Nomor : 436/Bag.um/VIII/Keuda

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hendra Fitra, M.Si

NIP 119710810 199203 1 001

Pangkat/ gol : Pembina/ IV a

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggis Nur Aulia

NIM : 1704517035

Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Jurusan : D-IIT Akuntasi

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan magang kerja di pada Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kemendagri pada Direktorat Pelaksanaan & Pertanggungjawabhan Keuangan
Daerah terhitung dari tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019.

Adapun selama melaksanakan magang tersebut, Sdri. Anggis Nur Aulia telah menjalankan
tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2019
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Lampiran 4: Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan

e'ff?‘;\'\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGH
_E;) UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA uahs
WV e U FAKULTAS EKONOMI
Kamguus Universitas Negeri Jakarta Godng R, Juban Rawsmangin Muska, Iokarta 11720 - SRa—— ]
] Tebepon (021) 4721227 4706283, Far (021) 4706208
p"z:/‘" Laman www fe unf s o
PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM DIPLOMA 111
esssses SKS
Nama i ur Auo
No.Registrasi m;ﬂﬂ"f
Program Studi 03 Alnkans Mgar:
Tempat Praktik Rmwa ¥worgan O0fdh kamantarran Dalam
Alamat Prakuk/Telp = )\ Vok&ron )03, Jakorsa
(021} CouG!
SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
1 | Kehadiran \e0 1. Keterangan Penilaian
Skor  Nila Bobot
2 | Kedisiplinan k lov leci00 A 4
81-85 A- 3,7
3 | Sikap dan Kepribadian 8 L ;T::g :‘ :;
8{ 66-70 B- 27
4 | Kemampuan Dasar 61-65 C+ 23
56-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas %(’ 51-55  C- 1.7
46-50 D 1

6 | Kemampuan Membaca  Situasi  dan 85 2. Alokas) Waktu Praknk
2 sks - 80-160 jam kerja efekuf
(2 Minggu s d | bulan)

Mengambil Keputusan

7 Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan 8 é e ——

Aktivitas dan Kreativitas )
s BoL_- g4 10

10 luh
9 Kecep Waktu Penyel Tugas gf Asepeioh)

10 Hasil Pekerjaan ) 88 Nilai Akhir

A A

Angka bulat huruf

Jumlah 86 ‘

Jakarta, 30, 2019
Penilai, " Y A7 S

Catutan : ( R"‘

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusshasn
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Lampiran 5: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan

UNIVERS["I AS NLGLRIJAKAR I'A

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 [
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..%... SKS

Nama - Beogis, Nur AURa
No. Registrasi . \Joas\ra3s |
Program Studi : Oz, AW\ -
Tempat Praktik - Broa . Kaorgen Ooural, . “\umankarcon Dala:
Alamat Praktik/Telp :.)\.Voteson MO}, Jaxartd. ...

ALY BSONGN e

NO HARI/TANGGAL PARAF KETERANGAN

uegerd

1. | Sean .8 % 209 L
2. | Sa\asa g U\ 209 .
3. | Rdou ,lo. daN 2old
4. | Waws, W\ Juw 2019
5 | dumak, 2 XV 2019
6. | S ;15 JuN 299
7. | .Se\%ea s 16 Juw 2098
8. | .Rabu , '} yuu 209
9. | Wamis, 1% Juw 209 ..
10, | dumat , 19 Ju\i 29
11, | Seminy, .22 i 0G .
12. | Sawgsar 23 N 209 ...
13. | Raou (...24. Qi 2019 ...
14, | ams, 2 06 200 ..

15. | 9umat, 26 Jduli 209 ...

Catatan :
Formnt ini d:pat diperbanyak sesuai kebutuhan
Moh bubuhi cap Instansi/Perusahaan
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. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI #£2=
1 UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jukarta 13220 B e e
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : Al\gthN“rAu\fd
No. Registrasi e\ e oz Tolm

Program Studi Dz Aenkangt - {
Tempat Praktik O“NI\ Ria, . kapwgar) Dowo», kmn\ar\m o >

Alamat Praktik/Telp : da\any. Vakran  womoer 3. .§0W§O\
AoNo. [LoM) Zsoukl. .

NO HARUTANGGAL PARAF KETERANGAN
16. | Sominn23. 0. 200 16,04

17. | Sewsa,.30. 9N 2009 1700
18. | Raby, 3. 209 |18

19. | kamis, 4 Aduqws 2000 19...0d..
20. | Jwmak, 2. Auttus 2019 200@

21 | S, 5 Mukus 2019 21
22. | Sawsa,. b A9uGkus 2019 22...@4...
23. | Rabu, 3. A9ustus 209 zs....mg..
24, | \eams R Austus 209 124 M

25. | Jumat, g AQuStus 209 25@%

2. | Sonn, 12 Pauskes 209 26..4»%..
27. | Solesay 3 Pouctus daq 27...6134.
28. | ..Rabu, 14 AQuskas o9 284‘4
29. | . \ami, (¢ Rutus 2019 29...44.,

30, | .. 09mak, 16 Aductos 2o 30‘.%,.
Jakarta,..30.. A‘:)u%us 2019

Pemlal

Catatan : R 1 |
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan (x ""&Q e
Mohon legalitas deng; bubuhi cap 1 i/Perusak A
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e,

), Wy KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI -
i%vgf UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA UGy B
""«..mr‘»-,' FAKULTAS EKONOMI

Katrpus Usiversiias Negeri Jsbarta Cndong 1, Jalan Rawarnangin Muka, Jkara (1100
J/a'"‘ Totepon (021) 47212214 M6IRS, Fan (0215 4706105
SPF,J"‘ ") Laman www (6 oy se of

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
.. k.. SKS

Nama - Ng’)_'S poc paea
No. Registrasi \Mfﬂo’l(g
Program Studi D3, NantonS poom
Tempat Praktik Dﬁ)m B, sangon Cotrgl, kaminiron
Alamat Praktik/Telp : Yaon Vateron WO-F JokartcA

WU ISoMbl

'NO HARITANGGAL T PARAF | KETERANGAN |

31| Somsn, @ bowses 249 O
!
|
|

wegar:

32| 0054, 20 ARG, 209 .. 32;04
33, | Rabw, 2. POuskes 2019 33.,,@4.'.
34, | Somis, 23 Aduskus doig 34 (.

35. | Jumak, 23 RISkUs 209 |35
36. | Sontn, 26 Puskus g 36
37. | SeloSa, 21 PAuskus 20q 37..M‘
38 | Paby, 2% AAuSkes Jd9 38..
39. | .\amis, 2g  AGustus ’0'9.,....439..%%
40, | . Jumat 2, Auskus 2019 40
VU SRRSO 't BN

3 2.

43,  comensamniassrsumsTs s [ D bwviesereies

Jakarta,.. 30, Aﬁuchas 2019,
Penilai, N

Fomnmdapatdiperbmytkmnhbmuhan (.xan i
M legalitas dengs bubuhi cap I i/Perusah X
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Lampiran 6: Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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BUTIR-EUTIR HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ...
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN FENDAPATAN
DAN EELANJA DAERAH PROVINZI ... TAHUN ANGGARAN 2018 DAN
EANCANGAN FERATUREAN GUEERNUR ..... TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWAEAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN 2018

PENDAPATAN

1) Fada T4 2018, terdapat target pendapatan pada beberapa SKFD yang

yang ;amu]a::::k diangzarkan dalsm APED, antara lain:
2] Target pendapatan yang tidalk terealisasi, antara lain:
(1) Dinas Ferhubungan
Retribusi Pengujian Kendarasn Bepmaiat.fenesn, kods rekening
4.1.00.00.2.01.02 tereslisasi sebesar Fp0,00 atau 0,00% dar
yang disnggarkan sebesar Rp226.203.180,00.

b) Target pendapstsn yang capsian realisasinya tidsk optimal, antars
1ain:

{1) Dinas Perhubungan
Refribusi Pemaksian Kekayssn Dasrsh dengan kode rekening
4.1.00.00.2.02.01 tereslisasi sehessr Rp08.518.0000 stau
72,44% dari yang dianggarkan ssbesar Rp136.000.000,00.

<) Target pendapaten yang tinglat capaian realisasinya jauh melampaui
target yang ditetspkan, antara lain

(1) Dinaz Kezzhatan
Fetribusi Pemalnimn Kekayman Daersh dengen kode releening
4.1.00.00.2.02.01 tereslisasi sebesar RT27.451.20040Q, atau
158,65% dari yang disnggarkan sebesar Fp458.513.600,00.

d)Target pendspaten yang tereslisasi dari yang semula tidsk
dianggarkan dalam APED, antars lain:
(1) Dinas Pendidilcan

Kerugian Usng Dasrah dengan kode relsening 4.1.00.00.4.04.01

English {United States)

AaBbCcl | AaBbCcl AaBbCcl AaBbCcl AaBbCcL AaRbCcl AaBbCcl AaBbCel
TNormal | TNoSpac.. Heading4 Heading 5 Subtitle  Subtle Em.. Emphasis IntenseE..
Styles
200 0 120 140 61 18 |§o| 120 a4 161 e

BELANJA

1) Pada TA 2018, terdapat anggaran belanja kegistan pada beberapa SKFD
yang tidak tersalisasi, _capsion realisasinya tidak optimal, dant\ngwt
Jaun targst yang
APED extare 1o
=) Tidak terealisasi dari yang dienggarican dalam AFED, antara lain:
i Pendidilean

i)

{a) Balanja Eahan Balar Minyak stau Gaz Belanja dengan kode
refening 52022420106 tereslisasi sebesar Rp0,00
atau  0,00% yang
Fp135.000.000,00;

Capmmreahsamwauu.uupnma] dari yang disnpgavian dslam AFED,
H]

() Turan

dari disnpzarksn  sebesar

Dinax Pendidilan

seus dengan  kede  relsening
5.1.00.00.1.01.00 tereslisasi sebessr Fp320.032.21500
atau  79,08%
Rp404.699.050,00;

Hezchatan

dari yang disngsavksn sebesar

< Capaian
APBD antara lain:

Jemh tergst yang

2 Share
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Lampiran 8: File Untuk Memasukkan data LKPD-Ranperda dan LK-LHP ke dalam
Kertas Kerja Evaluasi

KKE PROVINSL..... xisx - Excel (Product Activation Failed)

Insert  Pagelayout  Formulas  Data Review  View @ Tell me what you want to do. Signin &) Share

G46 - f< || 84354486060,13 o
Alslelole . @ vk m N s > R ls |t ulvwlx v 2 | m | m sl | s | a | s | o | x[a

:

2 LSNP BANCIGA PERDA PROVIIS

f

i P EPK ATAS LAPORA KEUANGAN PEMERITAH PROVIS TA 2018

i T o

i O Ranperie o R WD Ranperie 1P ) )
e Kenstan/Peririnen % - . » " R i, P K s

» o aow

PPy pp———

| mosam

1| Pendepetan Mieenh

I Pendpatenpeiek Decrh 980 500 o0 w0 050 050 oo 00 sems 00 o0 sovior

1 Pendapatan Retribui Daerah 020 g00 000 w070 00 000 om” 000 Sems 00 000" sonor

5 Pendepstan Haxi Pengelolean Kekeysen decrsh 00 go0 0,00 son/0r 00 000 o000 000 Secusi 000 i 000" sonjor

= P30 tsome 980 000 000 mow/or 000 000 000" om0 sems 00 B 000" sowior

2 Juiah Pandapatan s daerah L 000 sowror 00 000 om” 000 Sems 00 : 000" soor

=

3| senspman Tt

= P S

= D g e Pk 0% gop 200 "sonror 90 000 [ 000 S 000 :

= Dana g e sumber Doy o 020 000 000 mon/or 00 00 000" 00 sens 00 g

z Dane Alokasi Umum 000 go0 000 son/0r 00 00 000" 000 Secusi 000

= PE—— 980 000 000 mowor 000 000 000 om0 sems 00 :

S Luiah Pandapatn Dana Perimbangan 0% goo 000 sowror 00 000 om” 000 Sems 00 :

P

El Transfer Pemerinteh Puset Leinmye. " #ONV/Or 0,00 Sesusi 0,00 2

= ——— 030 = 90

El Jumish Pendepsten Transfer Leinnmys. 000 o0 000 $OIV/O! 000 000 000 0,00 Sesusi 0,00 ? 0,00 #DN/O!

= Jumiah Pendspetan Trnctes 980 000 000 sow/or 90 oo 000 s 00 B 000" sowior

= oz

2| Luimiin Pendepran D yng S

= Penduputn bah 020 000 000 mon/or 00 o0 000" 00 sens 020 g

P Pendaputan Linoys 00 o0 000 sonro: 00 000 om” 000 Sems 000 :

El Jumieh Pendepeten Decreh yeng Seh. 080 000 0,00 sOIV/0! 000 000 0,00 0,00 Scsusi 000 2

EETreT—— 000 go0 000 sowror 00 000 om” 000 Sems 00 :

P -
« wvestast | |JERE |, Lo KKE Kebijakan | LRA AngReal ve ... @ ] v

H ©- LRA 2018.xsx - Bxcel (Product Activation Failed)

File Home  Insert  Pagelayout  Formulas  Data  Review  View  Q Tell mewhat, Signin & Share

F1556 - £ 343600064446 v
alulelo . e < a [ s : s |
= Ferrbar Fraron owan = o o o o
183 | AURALAH S JARANPEFASIATAAN 0] il o [ i
152 | PEMBIATA AN [
14t | SiEA LERTH PEMBLAYARN ANGG ARAN TAHUN BERKENAAN i
s | RASIO KEMANDIRIAN o o
e i
P o
1835 | i
e | - i o
s | Page 75 E
= g
1es |
= A
1851 LRA PERMENDAGRI 13
Kab. Probolinggo kab. Probolinggo
e e o
Fok Froboinges
"PENDAPATAN DAERAN
%

[ e
N DN PEGAAN eq e

A P
Somnian

K- ©®

Prov. Jawa Timur

[
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Lampiran 10: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah
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: Dokumen Neraca

Lampiran 11
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Lampiran 12: Dokumen Laporan Operasional
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Lampiran 13: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

e
% o,
3
= - e
L s b 4
e <

el




Lampiran 14: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINS! :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

____(delam Rupish)
ol URAIAN ANGGARAN REALISAS| (%) REALISASI
2018 2018 2017
g\
3 | ooy 84,07
T3 —
¥ PENDAPATAN ASU DAERAH W[ T T e
= .zl Pe™apaten Fajak Desah ; 10075 ;
t -3 Pondapatan Retribusi Dsersh 86,55
Tw ©Ndapatan Hasil Pangelolaan Kekayaan Daerah Yang 71.83
» Lain-ain Pendapatan Asi Daerah yang Sah - | snet
_ -
I%N"ENDAPATAN TRANSFER . 3 S| 98,89
: 24 Transfor Pemorintah Pusat - Dana Perimbangan e
g Dana Bagl Hasil Pajak 81,93 ¥
P Dana Bagi Hasil Bukan Pajsk (Sumber Daya Alam) 126,43
e o Dana Alokasi Umum 99,66 J
L& Dana Alokasi Khusus 90,58 E)
b !J Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya ! 90,74 0,00
? ¢ B zi Dana Penyesuaian 98,74 0,00
B LAIN-UAIN PENDAPATAN YANG SAH =3 3543 = ]
s Pendapalan Hibah 0.00 000  0.00 )
rx JT Pendapatan Lainnya ) savmanat N 8543 -~
*
T BELANJA e vousas 3 T R
= BELANJA OPERASI sweoo )| 9045 P
R~ ® Relanja Pegawai ST M Lo S0 [
R .2 Belanja Barang dan Jasa 84,30
kK- = Belanja Hibah 9349 | -
* Y Belanja Bantuan Keuangan -d P 4266 = scoon)
1= BELANJA MODAL i 81,54
| X Belanja Tanah - : 52,70 0,00 |
| 35 Betanja Peralatan dan Masin =2 90,70 :
E 23 Belanja Bangunan dan Gedung 89,74
28 Betanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ne| - > .
= =3 Belanja Asal Tetap Lalnnya 7428 N0
= BELANJA TAK TERNDUGA ) 0,48 0,00
X Belanja Tak Terduga A - 0,15 0,00
= TRANSFER 99,96 |
-
p o8 Transfer Bagi Hasi Ke KAB/KOTADESA - 3 ) 99,98 '
= Bagi Hasil Pajak 1 T :
- SURPLUS/(DEFISIT)| | ~~ i - 37,46 <
| remuvaan
13
. PENERIMAAN DAERAH S 7
31 Sisa Labih Per Angoaran (SILPA) 3¢ 1
b 2 PENOELUARAN DAZRAN - J o
y 2.2 Pony Modal (1 ) Pemexintah Daorah
PEMBIAYAAN NETTO| - 1 =
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00
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Lampiran 15: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran 2018

————
PEMERINTAH PROVINSI . 2 o
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tabun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
Dalam Lapab)
] | |PENDAPATAN [ O S _
2 |PENDAPATAN ASLI DAERAH .
3 |p Pajak Daerah SLLLIL ) K 103,78 28]
4 [Pendapatan Retribusi Dacrah SLLLI2 %623 -
Pend: Hasil F Kekayaan N
s Dserah Yang Dipisah) SIS 100,00,
6 |Lain-ain Pendapatan Asli Daerah YangSsh | 11114 . 9424
7 |Jumish Pendapatan Asli Daerah’ §| 1o
8 |PENDAPATAN TRANSFER
o {TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN .
10 |Dana Bags Hasil Pajak [XRREAR, L1 X
11 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam s.111212 = 9 - 117,61 o
12 {Dana Alokasi Urnum S111213 - g - ) e (S AR S
13 | Dana Alokasi Khusus S111214 ) - 9.5 ) f
14 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana 2 2 9556
Perimbangan
g |5 |TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - s.LL122
E LAINNYA P
£ /] 16 [Duon Tombsbun Peaghasilon Garu-PNSD M} ay
S | 17 |Dana tnsencif Docrats R % . 1] 10000 -
S - e —_—- o —
© perasional Sekolah = 95,03 0.00]
%‘, Bantuan Operasional Keschatan dan KB (BOK e NI 000
mgkatan Kepasitas Koperasi, UKM, dan - 8 .18 0.0
. dudukan & Catatan Sipil - 5 =~ s 0.0
b} Jumlsh Transfer Pemerintah Pusat K . -
4 é .E, Lainnys B R
3 s 13 [TRANSFER PEMERINTAHDAERAH- | ¢\ )35
ST 7 lLamNya N ) 0
AN Pendapatan Bagi Hesil Lainoys 0.00/ N 000
2% Jumlah Transfer Pemerintah Dserab ENE o N - g
Lainavs - s
26 {Jumish Pendspatan Transfer 962
27 [LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
28 |Pendapotun Hibzh S1L1131) - 100,00
29 Numish Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 100,00 -~ )
30 |JUMLAH PENDAPATAN 99,84
31 [BELANJA
32 [BELANJA OPERASI i
33 Hglama Pegawa: $1211 I )
34 |Belanys Barang s1212 | o T
3 $1213 = DT <
% s s1214 | R -
17 |Jumiab Belasjs Operasi S " ; e




Lampiran 16: Lembar Kegiatan Harian

LEMBAR KEGIATAN HARIAN
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri

gl
fe \ ot
10 | Jumat, I Menginput  butir-butir  hasil  klasifikasi
19 Juli 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
| Seain, Menginput  butir-butir hasil _ klasifikasi
22 Iuli 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
12 | Selasa, Menginput  butir-butir  hasil  klasifikasi
23 Juli 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
13 [Rabu, Menginput  butir-butir  hasil ~ klasifikasi
24 Juli 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
14 | Kamis, Menginput  butir-butir  hasil _ Klasifikasi
25 Jali 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
15 | Jumat, Menginput  butir-butir  hasil  klasifikasi
26 Juli 2019 evaluasi realisasi APBD Provinsi Papua yang
tidak sesuai target anggaran.
16 | Senin, Menginput nilai LO dan LRA Pada kertas
290 Juli 2019 kerja evaluasi provinsi NTT.
17 | Selasa, Menginput nilai Neraca pada kertas kerja
30 Juli 2019 evaluasi provinsi NTT.
18 | Rabu, Melakukan klasifikasi besaran realisasi
31 Juli 2019 APBD Provinsi Bengkulu yang perlu di
! evaluasi.




‘;ll";ﬁ
> FV’&:‘/‘M
19 | Kamis,

1 Agustus 2019

LEMBAR KEGIATAN HARIAN
Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri

Melakukan  klasifikasi besaran  realisasi
APBD Provinsi Bengkulu yang perlu di
evaluasi.

20

Jumat,
2 Agustus 2019

Menginput _ butir-butir _ hasil  klasifikasi
evaluasi realisasi APBD Provinsi Bengkulu
yang tidak sesuai target anggaran.

21 | Senin, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
5 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
22 | Selasa, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
6 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
23 | Rabu, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
7 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
24 | Kamis, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
8 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
25 | Jumat, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
9 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
26 | Senin, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
12 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
27 | Selasa, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
13 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada

di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
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LEMBAR KEGIATAN HARIAN
Praktck Kerja Lapangan ('KL)

Pada Ditjen Bion K

s
P! o
f"“ ol

8

Rabu,
14 Agustus 2019

Mcnginphi LRA tahun uﬁggnrun "2“()‘I'8mi;t;<‘l'x-|”

I Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada |

Daerah K ian Dalam Negeri

setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada
di Indonesia kedalam Microsoft Exel .

29 [Kamis,
15 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada
di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
30 | Jumat, " Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
16 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada
di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
31 | Senin, o Melakukan  klasifikasi  besaran  realisasi
19 Agustus 2019 APBD Provinsi Maluku yang perlu di
evaluasi.
32 | Selasa, Melakukan klasifikasi besaran  realisasi
20 Agustus 2019 APBD Provinsi Maluku yang perlu di
cvaluasi
33 | Raby, Menginput LRA tahun anggaran 2018 pada
21 Agustus 2019 setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota yang ada
di Indonesia kedalam Microsoft Exel .
34 | Kamis, Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
22 Agustus 2019 Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel .
35 | Jumat, Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
23 Agustus 2019 Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel .
36 | Senin, Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
26 Agustus 2019 Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota

yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel .

51



Pada Ditjen Bina Ket

LEMBAR KEGIATAN HARIAN
Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Daerah Ke ian Dalam Negeri

=)

e

s

Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel.

Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel.

Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel .

Be 2 At "
37 | Selasa,

27 Agustus 2019
38 | Rabu,

28 Agustus 2019
39 | Kamis,

29 Agustus 2019
40 | Jumat,

30 Agustus 2019

Menginput LRA tahun anggaran 2019 bulan
Juli pada setiap Provinsi,Kabupaten dan Kota
yang ada di Indonesia kedalam Microsoft
Exel .
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Lampiran 17: Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

53

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERT DALAM NEGERI NO 43 TAHUN 2015

SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL

JENDERAL

DITIEN
POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM

DITIEM

DITIEN
BINA ADMINISTRASI

OTONOMI DAERAH

DITJEN DITIEN
BINA PEMBANGUNAN BINA PEMERINTAHAN
DAERAH DESA

DITIEN
BINA KEUIANGAN
DAERAH

DITIEN
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KEWILAYAHAN

BADAN a%D
PENELITIAN DAN v
PENGEMBEANGAN PENGEMEA

STAF AHLI MENTERI
. BIDANG HUKUM DAM KESATUAN BANGSA
BIDANG PEMERINTAHAN
BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUB.ANTAR LEMBAGA
. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGLUNAN
5. BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK

Lampiran 18:

1. Nama Mahasiswa

lembar konsultasi

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta R,
Telepon (021) 47212274

m KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI m
@ ) UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA
| :ommmme———— )

Ialaa Rawsmaogun Muka, Jakarra 13220 .
S, Fax: (021) 4706285

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL
- Lajorgn. PRkt \Rana Lagongon

5. Judul PKL

2. No Registrasi fada, Dicusomat.. dendeo

3. Program Studi
4. Dosen Pembimbing : ) A aSE.M

NIP.. 1919080081210 ...

NO| TGL/BLN/THN MATERI KONSULTASI SARAN PEMBIMBING T’;’gﬁ’;]l{‘;:gg“
1 {tsfo 120 Bab T Sambai W RQuss bab I Sonpai W i G
2 1%/10 (2009 Yenwgan Bab T- W . qombdnkan \Si <’_./’L
3 [20(10 (2019 \aforan Pl \cGSabraman | Ravsi oarar tustaka, bab W Ay, T g =4
415 (1 209 Tussaroiuan \aforan | lovoran  drsatayai <J
s

: .

: =

8

9

10

11

12 -

SETUJU UNTUK UJIAN PKL =

Catatan :

1. Kartu ini dibawa dan di

i oleh Pembi

a0l e " pata sast ;
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan



